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b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum 
lainnya.

(10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di sub zona KPU-W-P3K adalah:
a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 6
Peraturan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 43
(1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas- batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 
pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

(2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di zona KPU-PL adalah:
a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; pembangunan 

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
c. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di zona KPU-PL adalah:
a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat 

merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
e. pembuangan sampah dan limbah; dan
f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.

(4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di zona 
KPU-PL adalah:
a. penelitian dan pendidikan;
b. wisata bahari;
c. pengerukan alur pelabuhan;dan/atau
d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung 

pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan tentang prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan adalah:

a. alur pelayaran;
b. perairan tempat labuh;
c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
d. perairan tempat alih muat kapal;
e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
f. perairan untuk kegiatan karantina;
g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
h. perairan pandu;
i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

(6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
(2) huruf c di zona pelabuhan adalah:
a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar 

nelayan; dan
c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

(7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan adalah:
a. Kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
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